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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.
 Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini. 

Meningkatnya angka pengangguran memberikan pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku. 

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.
Salah satu kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan  merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.
Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidah digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.

Tingginya antusiasme warga masyarakat untuk dapat lolos diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bagi sebagian oknum tak bertanggung jawab dijadikan sebagai ajang mencari keuntungan yakni dengan penawaran akan diloloskan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan syarat bersedia memberikan sejumlah uang sebagai imbalan. Terkait fenomena tersebut, masyarakat agar tidak mempercayai hal tersebut. Semua itu adalah kebohongan, jangan sampai menjadi korban penipuan para pelaku tindak kejahatan dengan modus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut.

Memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampaknya masih menjadi dambaan banyak warga masyarakat. Antusias inilah yang sering berbuah buruk karena dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan dengan menawarkan profesi tersebut.

Janji manis para pelaku kejahatan ini biasanya dilakukan dengan modus perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan meminta korbannya untuk menyetorkan sejumlah uang. Terhadap hal ini masyarakat untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban dari penipuan tersebut. Warga masyarakat diminta agar tidak percaya jika ada orang yang mengaku bisa meloloskan seseorang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Masyarakat yang mendapati hal semacam ini agar segera melakukan pengecekan ke isntansi terkait atau pihak-pihak yang bersangkutan. Ini harus dilakukan agar tidak sampai menimbulkan korban dengan kerugian materi yang cukup banyak. Para pelaku penipuan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dalam menjalankan modusnya, pelaku sangat pintar untuk menyakinkan calon korbannya. Biasanya, setelah terbangun komunikasi, pelaku akan mengajak korbannya ke kantor Sekretaris Daerah atau ke Badan Kepegawaian Daerah. Korban akan disuruh menunggu, dan pelaku masuk ke dalam perkantoran ini berpura-pura mau ketemu pejabat di instansi tersebut. Pelaku memang katanya cukup lihai dalam mengelabuhi calon korbannya, dan selalu berperan sebagai orang yang dekat dengan pejabat di instansi tersebut.

Modus selanjutnya, setelah masuk ke perkantoran, pelaku akan kembali menemui korban dan mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan pejabat yang dimaksud. Korban diyakinkan bahwa bisa diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan terus dimintai uang.

Jika tidak diteliti dan tidak berhati-hati, maka modus penipuan ini akan semakin banyak menelan korban. Hal yang harus diketahui adalah perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) itu dilakukan secara terbuka untuk semua warga masyarakat yang memenuhi persyaratan. Hal ini merupakan program dari pemerintah pusat dengan alokasi yang sudah ditentukan untuk daerah. Sehingga jika ada yang mengaku bisa meloloskan dan merekrut seseorang menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), apalagi sewaktu-waktu merupakan tindak pidana penipuan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Di Kabupaten Batubara”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ?
Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana  penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) di Kabupaten Batubara? 
Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)? 
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana  penipuan penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil  (CPNS) di Kabupaten Batubara.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum  (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek  penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mempunyai persepsi yang sama memberantas tindak pidana penipuan  seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
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